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ABSTRACT
This study aims to evaluate the development of Kampung Warna
Article History Warni Tiga Rihit Tourism Village in Simalungun Regency using the
framework of the Ten Steps of Green Tourism Village Development.
Submitted: The research is based on the perspective of sustainable tourism and
11 February 2026 | community-based tourism, which emphasize environmental
Reviewed: sustainability, community participation, and equitable economic
07322;}:5;_)26 benefits. A qualitative approach was employed through observation,
10 March 22)26 in-depth interviews with tourism village managers and visitors, and
Published: literature review. The evaluation was conducted using the Context,
15 May 2026 Input, Process, and Product (CIPP) model to assess the
implementation of tourism village development. The findings indicate

that several stages of development have been initiated, including
building collective commitment, mapping village potential, preparing human resources, and
improving environmental arrangements and supporting facilities. However, these stages have
not been implemented comprehensively. In addition, the monitoring and evaluation system has
not yet been institutionalized, resulting in limited evidence of economic improvement,
community empowerment, environmental conservation, and enhancement of local quality of
life. These findings suggest that strengthening participatory governance, capacity
development, and systematic monitoring and evaluation is necessary to support the
sustainable development of the tourism village.

Keywords: Tourism village evaluation, green tourism village development, sustainable
tourism, community-based tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor yang berperan penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan Kkerja, serta
pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Banyak negara dan pemerintah
daerah memanfaatkan sektor pariwisata sebagai instrumen strategis untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan wilayah.
Namun demikian, di balik kontribusi ekonominya yang signifikan, pengembangan
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pariwisata juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan
kerentanan sosial apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Pertumbuhan
pariwisata yang tidak terkendali dapat memicu degradasi lingkungan, eksploitasi
sumber daya alam secara berlebihan, serta perubahan sosial budaya dalam
masyarakat lokal. Oleh karena itu, wacana pariwisata kontemporer semakin
menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian
lingkungan, dan keberlanjutan sosial sebagai pilar utama pembangunan pariwisata
berkelanjutan (Baloch et al., 2022; Streimikiené et al., 2020; Volka & Mironova,
2024).

Tantangan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata semakin terlihat
ketika suatu destinasi mengalami pertumbuhan yang pesat tanpa didukung oleh
perencanaan dan tata kelola yang memadai. Dalam kajian pariwisata,
perkembangan suatu destinasi umumnya mengikuti tahapan tertentu yang
memengaruhi keberlanjutannya. Model Tourism Area Life Cycle (TALC)
menjelaskan bahwa destinasi wisata berkembang melalui tahapan eksplorasi,
keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, hingga stagnasi. Setiap tahap memiliki
dinamika dan tekanan yang berbeda, terutama terkait kapasitas lingkungan,
pengelolaan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat. Apabila tidak diiringi
dengan intervensi kebijakan dan strategi keberlanjutan yang tepat, destinasi yang
mencapai tahap perkembangan lanjut sering kali menghadapi penurunan kualitas
lingkungan dan berkurangnya daya saing destinasi. Oleh sebab itu, integrasi prinsip
keberlanjutan dalam setiap tahapan siklus perkembangan destinasi menjadi sangat
penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan daya
dukung lingkungan (Rodriguez et al., 2008; Lee & Jan, 2019).

Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata berbasis pedesaan atau desa
wisata semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif model pembangunan
pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Desa wisata menempatkan
masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan,
serta distribusi manfaat pariwisata. Berbeda dengan model pariwisata massal yang
sering didominasi oleh investor eksternal, desa wisata berupaya memanfaatkan
potensi lokal, budaya, serta sumber daya alam sebagai daya tarik utama yang
dikelola secara partisipatif oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat terbukti
menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata
berkelanjutan karena mampu memperkuat rasa kepemilikan sosial, meningkatkan
pemerataan manfaat ekonomi, serta menjaga kelestarian budaya lokal. Berbagai
studi menunjukkan bahwa desa wisata yang didukung oleh pemberdayaan
masyarakat dan tata kelola yang baik cenderung lebih mampu mempertahankan
keberlanjutan dibandingkan dengan destinasi yang berkembang tanpa keterlibatan
masyarakat secara aktif (Purnomo et al., 2020; Tong et al., 2024; Turcinovi¢ et al.,
2025).

Desa wisata di Indonesia telah menjadi salah satu instrumen kebijakan penting
dalam pembangunan pedesaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui
pemanfaatan kewenangan desa, organisasi masyarakat, serta Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes), desa wisata diharapkan mampu mendorong diversifikasi ekonomi
sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Meskipun demikian,
implementasi program desa wisata di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah
tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak desa wisata
mengalami keterbatasan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat yang
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belum optimal, serta sistem tata kelola yang belum kuat. Kondisi tersebut sering kali
menimbulkan kesenjangan antara perencanaan pembangunan pariwisata dan
praktik implementasinya di tingkat lokal (Purnomo et al,, 2020; Rahman et al,,
2025).

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, muncul konsep Desa
Wisata Hijau yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam
pengembangan desa wisata. Pendekatan desa wisata hijau menekankan pentingnya
pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pemberdayaan
masyarakat lokal, serta pelestarian keseimbangan ekologis dalam aktivitas
pariwisata. Konsep ini tidak hanya berfokus pada estetika lingkungan atau
penghijauan kawasan wisata, tetapi juga mencakup transformasi tata kelola
pariwisata menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada efisiensi
sumber daya. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam berbagai model pariwisata
berkelanjutan di tingkat global yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau,
partisipasi komunitas, serta pengelolaan lingkungan secara terpadu untuk
menjamin keberlanjutan destinasi wisata (Sookhom et al., 2024; Lu, 2025; Singh et
al,, 2025).

Namun demikian, penerapan konsep pariwisata berkelanjutan di tingkat desa
memerlukan kerangka pengembangan yang sistematis dan terukur. Literatur
mengenai manajemen destinasi berkelanjutan menunjukkan bahwa pengembangan
destinasi wisata yang berhasil umumnya mengikuti tahapan yang terstruktur, mulai
dari peningkatan kesadaran, penetapan agenda pembangunan, implementasi
program, hingga tahap pemantauan dan evaluasi. Perencanaan yang terintegrasi,
tata kelola kolaboratif, serta sistem monitoring yang adaptif menjadi faktor penting
dalam memastikan keberlanjutan pengembangan destinasi wisata. Penelitian
menunjukkan bahwa destinasi yang menerapkan pendekatan perencanaan
terintegrasi dan tata kelola kolaboratif memiliki kinerja keberlanjutan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan destinasi yang tidak memiliki sistem evaluasi yang jelas
(d’Angella et al., 2025; Lu, 2025; Javdan et al., 2023).

Meskipun perhatian terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan
semakin meningkat, kajian empiris yang mengevaluasi implementasi prinsip
keberlanjutan di tingkat desa masih relatif terbatas, terutama pada destinasi wisata
yang sedang berkembang. Banyak desa wisata telah mengadopsi konsep
keberlanjutan secara normatif, tetapi belum memiliki mekanisme evaluasi yang
sistematis untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Akibatnya, sering muncul
kesenjangan antara visi pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan praktik
pengelolaannya di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
pengembangan Kampung Warna Warni Tiga Rihit di Kabupaten Simalungun dengan
menggunakan kerangka analisis Sepuluh Langkah Pengembangan Desa Wisata
Hijau. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengevaluasi sejauh mana
prinsip-prinsip keberlanjutan telah diterapkan dalam aspek tata kelola, partisipasi
masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan produk wisata di
kawasan tersebut.

Pemahaman mengenai implementasi prinsip desa wisata hijau di tingkat lokal
menjadi penting tidak hanya untuk meningkatkan tata kelola pariwisata di
Kampung Warna Warni Tiga Rihit, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran bagi
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pengembangan desa wisata lainnya di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan desa
wisata berkelanjutan yang menekankan pentingnya tata kelola yang sistematis,
pemberdayaan masyarakat, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan dalam
mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata pedesaan.

LITERATUR REVIEW

Desa Wisata dalam Perspektif Pariwisata Berkelanjutan

Konsep desa wisata berkembang sebagai pendekatan pembangunan pariwisata yang
mengintegrasikan aktivitas wisata dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi
masyarakat lokal. Dalam pendekatan ini, komunitas tidak hanya menjadi objek wisata,
tetapi berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, serta distribusi
manfaat pariwisata. Perspektif tersebut selaras dengan paradigma pariwisata
berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian
budaya, dan perlindungan lingkungan dalam pengembangan destinasi wisata. Dalam
konteks pedesaan, model pengembangan ini sering dipahami melalui kerangka
community-based tourism (CBT), yaitu pendekatan pariwisata yang menempatkan
masyarakat lokal sebagai pusat pengambilan keputusan dan penerima manfaat utama dari
aktivitas pariwisata (Wikantiyoso et al., 2021; Marsuki et al., 2025).

Dalam kerangka pariwisata berkelanjutan, desa wisata memiliki potensi untuk
mengintegrasikan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi,
sosial-budaya, dan lingkungan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pariwisata pedesaan
dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal melalui
penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, serta diversifikasi sumber
pendapatan masyarakat. Pada saat yang sama, pengembangan desa wisata juga dapat
mendorong pelestarian tradisi, kearifan lokal, serta praktik budaya yang menjadi identitas
komunitas. Dari perspektif lingkungan, pariwisata pedesaan yang dikelola secara
berkelanjutan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian
sumber daya alam serta mengelola dampak ekologis dari aktivitas pariwisata (Baloch et
al., 2022; Yanan et al., 2024).

Sejumlah studi empiris di berbagai desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa
integrasi ketiga dimensi keberlanjutan tersebut mampu menghasilkan dampak
pembangunan yang positif bagi masyarakat lokal. Pengalaman pengembangan desa
wisata di beberapa daerah menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang berbasis
pada konservasi sumber daya, pelestarian budaya, serta pemerataan manfaat ekonomi
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keaslian lingkungan
dan identitas budaya lokal. Dalam beberapa kasus, desa wisata bahkan berkembang
menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan peluang kerja baru,
meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial dalam
komunitas (Manaf et al., 2018; Purnomo et al., 2020; Maulani & Fakhruddin, 2025; Ah
et al., 2025; Syarifah & Rochani, 2022).

Dalam praktiknya, keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat
partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan destinasi. Pendekatan community-based
tourism menekankan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan
pembangunan pariwisata, mulai dari proses perencanaan, implementasi program, hingga
evaluasi kegiatan wisata. Partisipasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan
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rasa memiliki terhadap destinasi wisata, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi
yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata dapat didistribusikan secara lebih adil kepada
masyarakat lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi juga
berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mempertahankan nilai-nilai
budaya lokal yang menjadi daya tarik utama desa wisata (Marsuki et al., 2025; Hanafi,
2024; Syarifah & Rochani, 2022).

Beberapa contoh praktik desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa ketika
komunitas lokal menjadi penggerak utama pengembangan destinasi, desa wisata mampu
berkembang secara lebih berkelanjutan. Pengalaman pengembangan desa wisata
Nglanggeran di Yogyakarta menunjukkan bahwa kolaborasi antar organisasi lokal,
kelompok pemuda, serta kelompok tani mampu menciptakan model pengelolaan
pariwisata berbasis komunitas yang efektif. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya
mendorong peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat upaya konservasi
lingkungan serta meningkatkan reputasi destinasi hingga memperoleh pengakuan
nasional dan internasional sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Temuan serupa juga
ditemukan pada beberapa desa wisata lain yang berhasil mengembangkan potensi lokal
melalui keterlibatan aktif komunitas dalam pengelolaan pariwisata (Manaf et al., 2018;
Wikantiyoso et al., 2021).

Meskipun demikian, implementasi konsep desa wisata berbasis keberlanjutan masih
menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Beberapa penelitian menunjukkan
bahwa pengembangan desa wisata di berbagai daerah sering terkendala oleh keterbatasan
kapasitas kelembagaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya sistem
monitoring dan evaluasi yang memadai. Kelemahan tersebut sering menyebabkan
program desa wisata berkembang secara tidak konsisten dan sulit mempertahankan
keberlanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengembangan
desa wisata masih didominasi oleh pendekatan top-down yang kurang melibatkan
masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan (Marsuki et al., 2025;
Purnomo et al., 2020; Ariyani & Fauzi, 2023).

Tantangan lain yang sering muncul dalam pengembangan desa wisata berkaitan
dengan keterbatasan keterampilan masyarakat dalam mengelola produk wisata,
memasarkan destinasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk promosi pariwisata.
Studi mengenai pengelolaan sumber daya manusia di sektor pariwisata pedesaan
menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital, kemampuan pemasaran, serta
manajemen usaha wisata menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing desa
wisata di tingkat regional maupun global (Harsanto, 2025). Kondisi ini menunjukkan
bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta
pengembangan kelembagaan lokal menjadi faktor penting dalam mendukung
keberlanjutan desa wisata.

Selain aspek kapasitas masyarakat, kualitas tata kelola destinasi juga berperan
penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata. Penelitian mengenai
pembangunan pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya
menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan destinasi yang efektif.
Dalam beberapa kasus, tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah terbukti
memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pariwisata
berkelanjutan di tingkat desa. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata memerlukan
pendekatan tata kelola yang partisipatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika sosial
maupun ekonomi masyarakat lokal (Gede et al., 2024; Zhang et al., 2024).
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Dengan demikian, desa wisata dapat dipahami sebagai model pembangunan
pariwisata berbasis komunitas yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan prinsip-
prinsip pariwisata berkelanjutan. Integrasi antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan
masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal menjadi fondasi utama dalam pengembangan
desa wisata yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi model ini sangat
bergantung pada kualitas tata kelola destinasi, tingkat partisipasi masyarakat, serta
kemampuan institusi lokal dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan inovasi
pariwisata secara berkelanjutan.

Konsep Desa Wisata Hijau dalam Perspektif Green Governance

Konsep Desa Wisata Hijau dapat dipahami sebagai bentuk penerapan green
governance dalam pengelolaan destinasi wisata di tingkat lokal. Pendekatan ini
mengintegrasikan pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola
kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam satu kerangka pembangunan pariwisata
yang berkelanjutan. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, keberhasilan suatu
destinasi tidak hanya ditentukan oleh atribut fisik yang ramah lingkungan, tetapi juga oleh
kualitas tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan
lingkungan dalam jangka panjang.

Literatur mengenai sustainable tourism governance menekankan bahwa
keberlanjutan destinasi sangat dipengaruhi oleh karakter tata kelola yang demokratis,
kolaboratif, dan berbasis institusi yang kuat. Tata kelola tersebut harus mampu
memfasilitasi interaksi antar pemangku kepentingan, mengelola potensi konflik
kepentingan, serta mengintegrasikan berbagai tujuan pembangunan dalam kerangka
keberlanjutan yang konsisten (Bramwell & Lane, 2011; Bramwell & Lane, 2013).
Dengan demikian, konsep Desa Wisata Hijau tidak sekadar menekankan aspek “hijau”
secara simbolik, tetapi juga mencerminkan upaya membangun sistem pengelolaan
destinasi yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi
masyarakat lokal.

Kajian terbaru mengenai tata kelola pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa
pengelolaan destinasi yang efektif umumnya mencakup tiga dimensi utama, yaitu
manajemen destinasi (destination management), interaksi antar pemangku kepentingan,
serta kapasitas institusi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan maupun sosial
(Ginting et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan program pengembangan Desa
Wisata Hijau yang menekankan penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dan produk wisata, pembangunan
kemitraan, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan (Putri et
al., 2025; Hanifah et al., 2024; Ah et al., 2025).

Dalam kerangka green governance, pembelajaran kebijakan (policy learning) juga
menjadi komponen penting dalam memastikan keberlanjutan tata kelola destinasi.
Kebijakan pariwisata berkelanjutan sering mengalami kegagalan ketika perubahan yang
dilakukan hanya bersifat teknis tanpa mengubah paradigma pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan semata. Oleh karena itu, proses evaluasi dan pembelajaran
kebijakan yang berkelanjutan diperlukan agar pengelolaan destinasi dapat beradaptasi
terhadap dinamika sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Hall, 2011; Bramwell & Lane,
2013).

Instrumen kebijakan seperti indikator keberlanjutan, sistem penilaian destinasi, serta
berbagai bentuk eco-label juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola pariwisata
berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai alat pengukuran teknis, indikator tersebut juga
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menjadi sarana legitimasi komitmen keberlanjutan serta mekanisme pembelajaran sosial
bagi para pemangku kepentingan (Gasparini & Mariotti, 2021). Dalam konteks desa
wisata, penerapan standar atau label hijau dapat membantu memastikan konsistensi
pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan akuntabilitas tata kelola destinasi.

Penerapan prinsip tata kelola hijau dalam desa wisata di Indonesia, masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perencanaan pengelolaan lingkungan,
kapasitas kelembagaan, serta penguatan sistem evaluasi. Penelitian mengenai green cost
management di Desa Wisata Senaru menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan
biaya lingkungan, indikator kinerja ekologis, serta dokumen perencanaan jangka panjang,
upaya pengembangan desa wisata berkelanjutan cenderung sulit dipertahankan. Oleh
karena itu, pengembangan desa wisata memerlukan perencanaan strategis berbasis prinsip
triple bottom line, yaitu integrasi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu
kerangka pembangunan yang terpadu (Putri et al., 2025).

Selain itu, praktik good governance dan collaborative governance di tingkat desa
menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan desa wisata. Partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan, transparansi pengelolaan sumber daya, serta
kolaborasi antara pemerintah desa, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya
terbukti mampu memperkuat akuntabilitas serta keberlanjutan pengelolaan destinasi
(Aryadi, 2022; Hanifah et al., 2024). Lebih jauh lagi, pendekatan tata kelola multi-level
yang melibatkan jejaring publik, swasta, dan komunitas juga menjadi elemen penting
dalam praktik green governance modern, termasuk melalui pemanfaatan teknologi untuk
pemantauan lingkungan dan penguatan partisipasi masyarakat (Errichiello & Micera,
2021; Zhang et al., 2024; Guo & Li, 2025; Mandi¢ & Kennell, 2021).

Dengan demikian, Desa Wisata Hijau dapat dipahami sebagai model pengembangan
destinasi yang mengintegrasikan prinsip green governance dalam praktik pengelolaan
pariwisata di tingkat lokal. Model ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan,
pengelolaan lingkungan yang terencana, partisipasi masyarakat yang inklusif, serta sistem
monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara
kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Evaluasi Pengembangan Desa Wisata dan Pendekatan Adaptive Governance

Evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan keberlanjutan
pengembangan desa wisata. Dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis
masyarakat, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil akhir program, tetapi juga
untuk memahami kesesuaian perencanaan, kesiapan sumber daya, kualitas implementasi,
serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan. Salah satu pendekatan
evaluasi yang banyak digunakan dalam kajian program pembangunan adalah model CIPP
(Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini
memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif karena menilai program secara
menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga dampak yang dihasilkan (Alanshori et
al., 2025).

Dalam konteks pengembangan desa wisata, komponen context berfokus pada
kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta kebijakan
pembangunan daerah. Evaluasi pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa desa
wisata dikembangkan berdasarkan potensi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat
setempat. Penelitian tentang evaluasi program pariwisata menunjukkan bahwa analisis
konteks mampu mengidentifikasi keselarasan antara kebijakan pembangunan, kebutuhan
masyarakat, serta potensi ekonomi lokal (Rohid et al., 2025; Julianto & Siregar, 2025).
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Komponen input berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung
pengembangan desa wisata, termasuk kualitas sumber daya manusia, kapasitas
kelembagaan, dukungan pendanaan, infrastruktur pariwisata, serta jejaring kemitraan.
Studi evaluasi pada berbagai destinasi wisata pedesaan menunjukkan bahwa keberhasilan
program sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi lokal, dukungan pemerintah, serta
ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menjalankan kegiatan pariwisata secara
berkelanjutan (Rohid et al., 2025; Julianto & Siregar, 2025).

Sementara itu, komponen process menilai kualitas implementasi program, termasuk
koordinasi antaraktor, mekanisme pengelolaan kelembagaan, serta tingkat partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Penelitian mengenai evaluasi program
pengembangan destinasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan koordinasi
antar pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan
program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan wisata berbasis komunitas
(Rohid et al., 2025; Sutomo et al., 2025).

Komponen terakhir, yaitu product, mengevaluasi hasil dan dampak yang dihasilkan
oleh program desa wisata. Dampak tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah
wisatawan atau pendapatan ekonomi, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat,
pelestarian budaya lokal, serta perlindungan lingkungan. Sejumlah penelitian
menunjukkan bahwa model CIPP mampu mengidentifikasi keberhasilan program dalam
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga
nilai-nilai budaya lokal, sekaligus mengungkap berbagai kelemahan seperti keterbatasan
pemasaran, fasilitas wisata, dan keberlanjutan pendampingan program (Julianto &
Siregar, 2025; Rohid et al., 2025; Risdawati & Hermansah, 2023).

Selain menggunakan kerangka evaluasi program seperti CIPP, pengelolaan desa
wisata juga perlu dipahami melalui perspektif adaptive governance. Pendekatan ini
memandang destinasi wisata sebagai sistem sosial-ekologis yang kompleks yang harus
mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar, dinamika lingkungan, serta perkembangan
sosial masyarakat (Hartman, 2021; Sharpley, 2022). Dalam pendekatan ini, evaluasi tidak
hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran
berkelanjutan bagi pengelola destinasi.

Literatur tentang tata kelola pariwisata menunjukkan bahwa sistem adaptive
governance menekankan proses pembelajaran berulang melalui monitoring
berkelanjutan, refleksi kebijakan, serta penyesuaian strategi pengelolaan destinasi (Islam
etal., 2017; Islam et al., 2018). Pendekatan ini memungkinkan pemangku kepentingan—
pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi lokal—untuk secara kolektif
menyesuaikan kebijakan dan praktik pengelolaan sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Dalam konteks desa wisata, evaluasi yang berbasis pembelajaran adaptif terbukti
mampu memperkuat koordinasi multiaktor, meningkatkan inovasi produk wisata, serta
memperbaiki efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sadat &
Lawelai, 2025; Sutomo et al., 2025; Zhang et al., 2024). Sebaliknya, destinasi yang tidak
memiliki mekanisme evaluasi adaptif cenderung mengalami stagnasi dan kesulitan
beradaptasi dengan perubahan dalam siklus perkembangan pariwisata (Mancini et al.,
2020; Gao et al., 2024).

Dengan demikian, integrasi antara model evaluasi CIPP dan prinsip adaptive
governance memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai dan
meningkatkan kinerja pengembangan desa wisata. Model CIPP menyediakan struktur
evaluasi yang sistematis terhadap konteks, sumber daya, proses, dan hasil program,
sementara adaptive governance memastikan bahwa hasil evaluasi tersebut digunakan
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sebagai dasar pembelajaran kolektif dan penyesuaian kebijakan menuju keberlanjutan
destinasi wisata berbasis komunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif untuk
mengevaluasi implementasi Sepuluh Langkah Pengembangan Desa Wisata Hijau di
Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit, Kabupaten Simalungun. Penelitian
dilaksanakan pada periode Agustus hingga Oktober 2023.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa
Kampung Warna Warni Tiga Rihit merupakan pilot project desa wisata di
Kabupaten Simalungun, berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Danau Toba, serta telah menerima berbagai intervensi program pemerintah namun
masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan keberlanjutan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball
sampling. Informan utama meliputi pengurus Pokdarwis, pengelola homestay,
pemerintah desa/kelurahan terkait, serta wisatawan yang menginap di homestay
Kampung Warna Warni Tiga Rihit. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip
kejenuhan data (data saturation), yaitu proses wawancara dihentikan ketika
informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan temuan baru yang
signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati
kondisi lingkungan, sarana prasarana, aktivitas wisata, serta praktik pengelolaan
desa wisata. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur
menggunakan panduan wawancara berbasis indikator Sepuluh Langkah
Pengembangan Desa Wisata Hijau. Selain itu, dokumentasi berupa foto lapangan,
arsip desa, Surat Keputusan penetapan desa wisata, dokumen Pokdarwis, dan
laporan program terkait juga dianalisis. Studi kepustakaan dilakukan dengan
menelaah bukuy, artikel jurnal ilmiah, serta regulasi yang relevan dengan pariwisata
berkelanjutan dan desa wisata.

Sumber data terdiri atas data primer, yang diperoleh langsung dari observasi,
wawancara, dan dokumentasi lapangan, serta data sekunder yang berasal dari
literatur ilmiah, dokumen pemerintah, dan laporan program pengembangan desa
wisata.

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang mencakup
proses reduksi data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator
sepuluh langkah desa wisata hijau, penyajian data dalam bentuk tabel evaluasi dan
narasi tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan
temuan lapangan terhadap konsep pengembangan desa wisata hijau.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi
sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi serta mengonfirmasi temuan kepada beberapa informan kunci.
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Hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepuluh tahapan pengembangan desa wisata hijau, digunakan untuk mengetahui
kondisi eksisting pengembangan Desa Wisata Kampung Warma Warni Tiga Rihit.
Adapun indikator yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kondisi eksisting

sebagai berikut

No Tahapan

Indikator Tahapan

Desa wisata Tiga Rihit
Sudah Belum
dilaksanakan dilaksanakan

1 Membangun
komitmen bersama

2 Memetakan potensi
dan permasalahan
desa

3 Membentuk  dan
memperkuat
kelembagaan

4 Menyusun visi, misi
dan rencana kerja

Melakukan pertemuan dengan
kelompok kecil

Meminta masukan dari pihak
pihak yang kompeten
Mengorganisir musyawarah
desa

Membuat kesepakatan Bersama
Melibatkan pemerintah daerah
Melakukan observasi lapangan
dan membuat daftar aspek-
aspek observasi
Mengidentifikasi potensi Pasar
Mengidentifikasi potensi
dampak
Mengidentifikasi
bencana
Mengidentifikasi
yang sudah ada
Melakukan musyawarah untuk
mendiskusikan temuan
observasi serta merumuskan
potensi dan permasalahan
Menuliskan identifikasi
kebutuhan pengembangan
Melakukan pemetaan para
pemangku kepentingan desa
wisata yang akan dibentuk
Rumuskan bentuk/
model /Lembaga/organisasi
yang akan ditetapkan

Susun anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga dari
Lembaga/organisasi yang
dipilih

Susun dan tetapkan struktur
organisasi

Legalisasi Lembaga pengelola
desa wisata
Formulasikan visi
pengembangan Desa
Hijau

Susun rencana
anggaran

kerawanan

kelembagaan

dan misi
Wisata

kerja dan

v

N
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No Tahapan Indikator Tahapan Desa wisata Tiga Rihit
Sudah Belum
dilaksanakan dilaksanakan

Menyiapkan prosedur dan
aturan main

5 Mempersiapkan Melakukan  penilaian awal Vv
SDM desa terhadap pemahaman,
pengetahuan, keterampilan
kepariwisataan

Mengidentifikasi kapasitas SDM

yang merupakan prioritas
Mengkonsultasikan dengan

Dinas pariwisata tentang
penguatan kapasitas SDM

Menyusun program v
peningkatan kapasitas SDM

melalui pelatihan, workshop,

magang, dll

Menyusun program Vv
peningkatan kapasitas SDM

desa wisata dengan menjalin
Kerjasama dengan Lembaga
Pendidikan untuk dijadikan

lokasi KKN/program
pengabdian Masyarakat
Menyusun program V

peningkatan kapasitas SDM
desa wisata dengan melibatkan
professional atau konsultan
pariwisata untuk memberikan

pendampingan
6 Menata lingkungan, Menyusun rencana Vv
sarana dan pengembangan sederhana desa
prasarana wisata  dengan  berdiskusi

dengan pemerintah desa, tokoh
Masyarakat dan pemilik lahan
Memprioritaskan penataan v
lingkungan di area yang menjadi

pintu masuk wisatawan ke desa

wisata dan penyediaan fasilitas

umum

Melakukan musyawarah dan Vv
Kerjasama dengan perangkat

desa untuk dapat mengakses
penggunaan dana desa untuk

menyediakan saran dan
prasarana prioritas
Melakukan penyediaan Vv

infrastruktur, sarana dan
prasarana sesuai dengan
anggaran yang ada

7 Memformulasikan ~ Mengidentifikasi ~ keunggulan
branding desa desa
Melakukan perancangan

identitas desa

Melakukan peluncuran dan
pengenalan brand

Melakukan upaya untuk
merealisasikan

< X L
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No Tahapan Indikator Tahapan Desa wisata Tiga Rihit
Sudah Belum
dilaksanakan dilaksanakan

8 Menyusun  paket Membuat daftar sumber daya Vv

wisata potensial di desa yang sudah
dipetakan
Menyusun beberapa alternatif Vv

rute (alur) perjalanan yang
merangkai objek/merangkai
Tentukan juga tema paket yang
ditawarkan

Menyusun jadwal pelaksanaan
untuk masing-masing paket
Menyiapkan cerita (story telling)
untuk menambah rasa ingin
tahu dan memberikan
pengalaman yang mendalam
bagi wisatawan

Membuat perhitungan biaya Vv
yang harus dikeluarkan
9 Melakukan Proses dan Strategi Pemasaran
pemasaran dan Menyiapkan produk seperti
kemitraan lingkungan, atraksi, daya tarik,

fasilitas sarana dan prasarana
pendukung, paket dan aktivitas

wisata, melibatkan pelaku
industry pariwisata

Menyiapkan materi promosi v
seperti story telling, foto
berkualitas, narasi,
brosur/leaflet (pdf)

Melakukan promosi membuat v
dan mengoptimalkan Google My

Business (GMB)

Melakukan promosi dengan v
membuat dan mengoptimalkan

konten di website

Melakukan promosi dengan v
mengoptimalkan media social

seperti : Facebook, Instagram,

Twitter dan TikTok.

(hanya Instagram)

Melakukan promosi dengan Vv
menjalin  kemitraan dengan
komunitas seperti : komunitas
fotografer, travel blogger, travel

vlogger, instagrammer, maupun

dengan konsep B2B seperti

market place, e-money dan

Fintech (pada tahun 2022)

Melakukan promosi dengan Vv
melakukan Kerjasama dengan
online travel agent seperti

Traveloka, tiket.com,
blibli.com,dll
Pemerintah memfasilitasi v

pengadaan sdrana, prasarana
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No Tahapan Indikator Tahapan Desa wisata Tiga Rihit
Sudah Belum
dilaksanakan dilaksanakan

pendukung, pengembangan

SDM melalui pelatihan dan
bimbingan teknis, promosi dan
peraturan pendukung

Swasta memfasilitasi Vv
peningkatan kapasitas SDM,
Kerjasama dalam program
pengembangan desa wisata

melalui tanggungjawan social
Perusahaan (CSR)

Akademisi dan Masyarakat v
memfasilitasi penelitian dan

KKN, pendampingan dan
perencanaan dan
pengembangan desa wisata

Melibatkan Masyarakat miskin Vv
sebagai pemilik bisnis, pemasok,

tenaga kerja, distributor dan
konsumen

Menciptakan manfaat dengan v
memastikan kelestarian fungsi

ekonomi, social dan ekologis
Mendatangkan keuntungan bagi Vv
Masyarakat miskin  berupa
kesempatan Kkerja, peluang

bisnis, peningkatan pendapatan,
keterampilan, kapasitas lokal
Menguntungkan  Perusahaan Vv
yang menjalankannya dalam
manajemen resiko, operasi,
reputasi dan finansial

Mendukung pengentasan Vv
kemiskinan dan pencapaian
tujuan Pembangunan
berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs)
10  Melakukan Menentukan waktu Vv
pemantauan dan pelaksanaan, metode evaluasi
evaluasi dan idikator yang ingin dicapai
Mengumpulkan data dan Vv

informasi sesuai tujuan evaluasi
(jumlah kunjungan, persepsi
wisatawan, hasil penjualan dan

kondisi lingkungan)
Melakukan pertemuan rutin V
dengan perangkat desa,

perwakilan Masyarakat dan
instansi terkait

Melibatkan institusi Pendidikan Vv
atau LSM untuk melakukan

evaluasi

Menyampaikan hasil evaluasi Vv
secara terbuka kepada
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No Tahapan Indikator Tahapan Desa wisata Tiga Rihit
Sudah Belum
dilaksanakan dilaksanakan

Masyarakat desa dan pihak

terkait

Menindaklanjuti rekomendasi V
dari evaluasi untuk perbaikan

dan inovasi

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan Desa Wisata
Kampung Warna Warni Tiga Rihit belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata kelola
pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat, perencanaan
berbasis data, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Dalam perspektif pariwisata
berkelanjutan, pembangunan destinasi harus menjaga keseimbangan antara dimensi
lingkungan, sosial, dan ekonomi agar keberlanjutan jangka panjang dapat tercapai
(United Nations World Tourism Organization [UNWTO], 2018). Berbagai penelitian
juga menegaskan bahwa pengembangan pariwisata yang tidak memperhatikan
keseimbangan ketiga dimensi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan dan masyarakat lokal (Baloch et al., 2022; Volka & Mironova, 2024).

Dalam konteks desa wisata, konsep pembangunan berbasis komunitas menjadi
pendekatan utama yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam
perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat pariwisata. Pendekatan community-
based tourism (CBT) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap awal
pengembangan destinasi merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan ekonomi,
sosial, dan budaya masyarakat lokal (Marsuki et al., 2025; Wikantiyoso et al., 2021;
Syarifah & Rochani, 2022). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
tahap awal pembentukan Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit belum terdapat
pelibatan masyarakat secara luas maupun keterlibatan pihak yang memiliki kompetensi
dalam pengembangan pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
masyarakat masih terbatas.

Dalam perspektif teori partisipasi, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk
partisipasi yang masih berada pada tingkat simbolik atau terbatas. Arnstein (1969)
menjelaskan bahwa partisipasi yang bersifat terbatas hanya berada pada tingkat tokenism,
di mana masyarakat belum memiliki kontrol nyata terhadap proses pembangunan.
Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi tentang pengembangan desa wisata
di Indonesia yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang tidak optimal sering
menjadi salah satu faktor penghambat keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata
berbasis komunitas (Purnomo et al., 2020; Ariyani & Fauzi, 2023). Penelitian pada
beberapa desa wisata juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang kuat sejak
tahap perencanaan hingga evaluasi mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat
terhadap destinasi wisata serta memperkuat keberlanjutan pengelolaannya (Manaf et al.,
2018; Maulani & Fakhruddin, 2025; Hanafi, 2024).

Ketiadaan pemetaan potensi dan permasalahan secara komprehensif pada tahap awal
pembentukan desa wisata menunjukkan bahwa analisis konteks sebagaimana ditekankan
dalam model evaluasi CIPP belum dilaksanakan secara optimal. Dalam model ini, analisis
konteks merupakan tahap penting untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, potensi
lokal, serta tantangan yang dihadapi sebelum program pengembangan dilaksanakan
(Stufflebeam, 2003). Penelitian evaluasi program pengembangan destinasi wisata juga
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menunjukkan bahwa analisis konteks yang baik mampu meningkatkan kualitas
perencanaan serta efektivitas implementasi program pembangunan berbasis masyarakat
(Rohid et al., 2025; Julianto & Siregar, 2025).

Meskipun demikian, setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati mengenai
penetapan desa wisata, Pokdarwis mulai melakukan konsolidasi kelembagaan melalui
penyusunan struktur organisasi, visi dan misi, serta standar operasional prosedur.
Langkah ini menunjukkan adanya upaya menuju tata kelola destinasi yang lebih formal
dan terstruktur. Dalam perspektif Tourism Area Life Cycle, kondisi ini mencerminkan
tahap awal pengembangan destinasi yang masih memerlukan konsolidasi kelembagaan
serta penguatan organisasi lokal (Butler, 1980). Butler menjelaskan bahwa pada fase awal
pengembangan destinasi, pembentukan organisasi lokal dan penguatan kapasitas
kelembagaan merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi pada
tahap perkembangan selanjutnya.

Namun demikian, dinamika pergantian kepemimpinan Pokdarwis pada tahap awal
pengembangan menunjukkan bahwa stabilitas kelembagaan masih menjadi tantangan
dalam pengelolaan desa wisata. Literatur tentang tata kelola pariwisata berkelanjutan
menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi sangat dipengaruhi oleh kualitas
tata kelola yang mampu mengelola interaksi antar pemangku kepentingan secara
kolaboratif dan adaptif (Bramwell & Lane, 2011; Ginting et al., 2024). Oleh karena itu,
penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi aspek penting dalam memastikan
keberlanjutan pengelolaan desa wisata.

Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, tidak dilakukannya asesmen
kebutuhan kompetensi menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas belum
dirancang secara sistematis. Padahal, penelitian mengenai pengelolaan sumber daya
manusia dalam sektor pariwisata pedesaan menunjukkan bahwa keterbatasan
keterampilan manajemen destinasi, pemasaran, serta pengelolaan produk wisata
merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan desa wisata (Harsanto, 2025).
Tanpa analisis kebutuhan pelatihan yang jelas, program peningkatan kapasitas berpotensi
tidak mampu menjawab kebutuhan nyata pengelola destinasi.

Dalam perspektif tata kelola adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia
seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam pengelolaan
destinasi. Pendekatan adaptive governance menekankan pentingnya mekanisme
pembelajaran berulang, monitoring berkelanjutan, serta penyesuaian strategi pengelolaan
destinasi berdasarkan pengalaman implementasi (Islam et al., 2017; Hartman, 2021).
Pendekatan ini memungkinkan sistem sosial-ekologis dalam destinasi wisata untuk
beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan, dinamika pasar, maupun
perkembangan sosial masyarakat.

Pada aspek pengembangan produk wisata, penelitian menunjukkan bahwa upaya
penataan lingkungan, penyusunan branding, serta pengembangan paket wisata telah
dilakukan oleh pengelola desa wisata. Namun demikian, fakta bahwa paket wisata yang
telah disusun belum berhasil dipasarkan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain
produk wisata dan kebutuhan pasar. Dalam literatur pengembangan destinasi
berkelanjutan, keberhasilan produk wisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan destinasi
dalam mengintegrasikan potensi lokal dengan strategi pemasaran dan diferensiasi produk
yang jelas (Bramwell & Lane, 2011). Tanpa segmentasi pasar dan pengembangan produk
yang berbasis kebutuhan wisatawan, branding destinasi berpotensi tidak memberikan
dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.
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Aspek yang paling krusial dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Warna
Warni Tiga Rihit adalah belum dilaksanakannya sistem monitoring dan evaluasi secara
sistematis. Dalam kerangka evaluasi program, model CIPP menegaskan bahwa evaluasi
proses dan produk merupakan komponen penting untuk menilai efektivitas implementasi
program serta dampak yang dihasilkan (Stufflebeam, 2003). Tanpa sistem evaluasi yang
jelas, pengelola desa wisata tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengukur keberhasilan
program maupun melakukan perbaikan kebijakan secara adaptif.

Penelitian tentang tata kelola destinasi juga menunjukkan bahwa monitoring dan
evaluasi yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari sistem tata kelola pariwisata
yang adaptif dan kolaboratif (Zhang et al., 2024). Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai
alat pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran kolektif yang
memungkinkan pemangku kepentingan menyesuaikan strategi pengelolaan destinasi
sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Secara keseluruhan, implementasi sepuluh langkah pengembangan Desa Wisata
Hijau di Kampung Warna Warni Tiga Rihit menunjukkan bahwa fondasi kelembagaan
telah mulai terbentuk melalui pembentukan organisasi Pokdarwis serta penyusunan
kerangka tata kelola dasar. Namun demikian, prinsip partisipasi masyarakat yang
substantif, pembelajaran adaptif, serta sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan
belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam praktik pengelolaan destinasi. Oleh karena
itu, penguatan sistem evaluasi berbasis model CIPP serta penerapan prinsip adaptive
governance menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang
pengembangan desa wisata tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengembangan Desa Wisata
Kampung Warna Warni Tiga Rihit belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata
kelola pariwisata berkelanjutan. Meskipun telah terdapat upaya pengembangan
melalui pembentukan kelembagaan Pokdarwis, penyusunan struktur organisasi,
penataan lingkungan, serta pengembangan branding dan paket wisata, beberapa
aspek penting dalam kerangka pengelolaan desa wisata masih belum berjalan
secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan awal
pengembangan desa wisata belum didukung oleh pemetaan potensi dan
permasalahan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis
konteks sebagaimana ditekankan dalam model evaluasi CIPP belum diterapkan
secara sistematis, sehingga dasar perencanaan pengembangan destinasi masih
relatif lemah.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap awal pembentukan desa
wisata juga masih terbatas. Keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya bersifat
substantif dan lebih banyak terjadi pada tahap implementasi setelah desa wisata
ditetapkan secara formal. Dalam perspektif pengembangan pariwisata berbasis
komunitas, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip community-based tourism
belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Padahal, berbagai kajian
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga
evaluasi merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa kepemilikan
masyarakat terhadap destinasi wisata serta menjaga keberlanjutan pengelolaannya.
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Pada aspek kelembagaan, pembentukan Pokdarwis dan penyusunan perangkat
organisasi menunjukkan adanya langkah awal menuju tata kelola destinasi yang
lebih terstruktur. Namun demikian, dinamika pergantian kepemimpinan serta
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa penguatan
kelembagaan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini juga
terlihat dari belum dilakukannya asesmen kebutuhan kompetensi secara sistematis
dalam program pengembangan sumber daya manusia. Akibatnya, kegiatan
pelatihan dan peningkatan kapasitas belum sepenuhnya terarah pada kebutuhan
nyata pengelola destinasi.

Pada aspek pengembangan produk wisata, berbagai upaya seperti penataan
lingkungan, penyusunan branding destinasi, dan pengembangan paket wisata telah
dilakukan oleh pengelola desa wisata. Namun demikian, belum terjualnya paket
wisata yang telah disusun menunjukkan adanya kesenjangan antara desain produk
wisata dengan kebutuhan pasar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi
pengembangan produk dan pemasaran destinasi masih memerlukan penguatan,
terutama dalam hal segmentasi pasar, diferensiasi produk wisata, serta
pemanfaatan jaringan kemitraan dalam industri pariwisata.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa aspek monitoring dan evaluasi
merupakan kelemahan paling signifikan dalam pengelolaan desa wisata. Hingga
saat ini belum terdapat mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai
efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, maupun dampak sosial,
ekonomi, dan lingkungan dari pengembangan desa wisata. Padahal, evaluasi
merupakan komponen penting dalam kerangka tata kelola destinasi yang adaptif
karena memungkinkan pengelola destinasi melakukan pembelajaran berkelanjutan
serta penyesuaian strategi pengembangan berdasarkan pengalaman implementasi
program.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa implikasi
penting bagi pengembangan desa wisata. Pertama, perencanaan pengembangan
desa wisata perlu didasarkan pada pemetaan potensi, analisis kebutuhan
masyarakat, serta identifikasi daya dukung lingkungan secara lebih komprehensif
agar strategi pengembangan destinasi lebih berbasis data dan konteks lokal. Kedua,
penguatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui mekanisme pengambilan
keputusan yang lebih inklusif dan transparan sehingga masyarakat tidak hanya
menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan destinasi.
Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dirancang secara
sistematis melalui asesmen kebutuhan kompetensi dan program pelatihan yang
berkelanjutan, terutama dalam bidang manajemen destinasi, pengembangan
produk wisata, dan pemasaran digital.

Selain itu, pengembangan produk wisata perlu disesuaikan dengan kebutuhan
pasar melalui pendekatan berbasis pengalaman wisata yang memanfaatkan potensi
budaya, aktivitas masyarakat, serta karakteristik lingkungan desa. Strategi
pemasaran juga perlu diperkuat melalui pemanfaatan media digital dan
pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor
pariwisata. Terakhir, penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah
strategis untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Penerapan
sistem evaluasi yang terstruktur memungkinkan pengelola destinasi menilai
efektivitas program secara objektif sekaligus menjadi sarana pembelajaran kolektif
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dalam meningkatkan kualitas tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas.
Dengan memperkuat aspek perencanaan, partisipasi masyarakat, kapasitas
kelembagaan, pengembangan produk wisata, serta sistem evaluasi yang
berkelanjutan, Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit memiliki peluang
untuk berkembang menjadi destinasi wisata berbasis komunitas yang
berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi
masyarakat lokal dalam jangka panjang.
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